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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam  huruf a dan huruf b diatas, perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan 

dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak 

Iban  Menua Sungai  Tebelian Ketemenggungan 

Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan 

Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

 

  2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 

  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
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  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5559); 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Badan Usaha Milik Desa  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6623); 

 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pengakuan dan 

Perlindungan  Masyarakat Hukum Adat; 

 

  9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Penata Usahaan Tanah Wilayah 

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; 

 

  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan 

Adat dan Hutan Hak; 

 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 

13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan 

Perlindungan  masyarakat Hukum Adat; 

 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggararan 2023; 

 

  13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawassan Permukiman, 

Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten 
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Kapuas Hulu; 

 

  14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

Belanda Daerah Tahun Anggaran 2023; 

 

  15. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 

2023 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan 

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten 

Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat; 

 

 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 

DAYAK IBAN MENUA  SUNGAI TEBELIAN 

KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG DESA 

LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU 

KABUPATEN KAPUAS HULU. 

 

KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum 

Adat Dayak Iban  Menua Sungai Tebelian 

Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan 

Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas 

Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

 

KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU meliputi: 

 

a. sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban  

Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban 

Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan 

Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, 
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini; 

 

b. demografi Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban  

Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban 

Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan 

Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini; 

 

c. hukum adat Masyarakat Hukum Adat Dayak 

Iban  Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan 

Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan 

Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini; 

 

d. struktur kelembagaan    adat dan aturan adat 

Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban  Menua 

Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai 

Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh 

Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

 

e. harta kekayaan dan benda Adat Masyarakat 

Hukum Adat Dayak Iban  Menua Sungai Tebelian 

Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan 

Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten 

Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran V yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini; 
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f. wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak 

Iban  Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan 

Iban Jalai Lintang Desa Langan Baru Kecamatan 

Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini; dan 

 

g. peta wilayah adat Adat Masyarakat Hukum Adat 

Dayak Iban  Menua Sungai Tebelian 

Ketemenggungan Iban Jalai Lintang Desa Langan 

Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten 

Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran V yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini; 

 

KETIGA : Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban  Menua 

Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai Lintang 

Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu 

Kabupaten Kapuas Hulu meliputi: 

a. hak atas tanah, wilayah dan Sumber Daya Alam; 

b. hak atas Pembangunan; 

c. hak atas spritualitas dan kebudayaan; 

d. hak atas lingkungan hidup; dan 

e. hak atas Hutan Adat. 

 

KEEMPAT : Kewajiban Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban  

Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai 

Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh 

Hulu Kabupaten Kapuas Hulu meliputi: 

 

a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

b. mempertahankan wilayah persekutuan 

masyarakat hukum adat; 

c. menjaga keamanan dan ketertiban dalam 
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kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara; 

d. menjaga dan mempertahankan kelestarian 

lingkungan hidup dan sumber daya alam secara 

berkelanjutan; 

e. melaksanakan dan mempertahankan hukum 

adat dan adat istiadatnya; 

f. menghormati, menghargai dan melindungi hak 

hak masyarakat lainnya; 

g. mendukung program Pendidikan formal maupun 

informal yang diselenggarakan oleh pemerintah 

dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat hukum adat; 

h. berperan aktif dalam proses pembuatan 

kebijakan publik; 

i. mengelola dan mengembangkan aset-aset 

ekonomi serta Lembaga ekonomi sesuai dengan 

nilai nilai kehidupan sosaial budaya mereka; 

j. berperan aktif mendukung program Kesehatan 

yang dikembangkan oleh Negara; 

k. mengembangkan dan melestarikan system 

pengobatan tradisional; 

l. berperan aktif dalam pembangunan dan 

pemeliharaan infrastruktur; 

m. memberikan informasi bagi pelaksanaan 

pembangunan nasional dan daerah; dan  

n. berperan aktif dalam penyusunan tata ruang di 

tingkat pusat dan daerah. 

 

KELIMA : Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib 

melindungi dan memberdayakan seluruh aspek 

kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban  

Menua Sungai Tebelian Ketemenggungan Iban Jalai 

Lintang Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh 

Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, yang diakui 

berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan 
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sebut Tembawai Kenyalang, empat tahun menempati kemudian pindah 

lagi ke Sungai Repun disebut dengan Tembawai Tingkah. 

 

Delapan tahun Alok menjadi Tuai rumah di Tembawai Tingkah 

kemudian di ganti oleh Ingit selama tiga tahun, kemudian mereka pindah 

lagi ke hulu Nanga Sungai Duan yang disebut Tembawai Majau selama 

empat tahun menempati, kemudian mereka pindah lagi ke hilir Nanga 

Sungai Duan yang disebut Tembawai Pisang selama empat tahun. 

Kemudian pindah lagi ke Sungai Tapang Merbau sekarang disebut 

Tembawai Tapang Merbau empat tahun menempati, kemudian pindah 

lagi ke Lubuk Merkunyit sekarang disebut Tembawai lubuk Merkunyit 

empat tahun menempati, lalu pindah lagi ke Rumah Tinggik yang 

sekarang disebut Rarung Bujak dan Samin di Tembawai ini masih di 

pimpin Ingit Sebagai Tuai Rumah.  

 

Kemudian Inggit meninggal dan dimakamkan di Tembawai Lubuk 

Merkunyit sehingga nama Tembawai Lubuk Merkunyit berubah disebut 

menjadi Rarung Inggit. Setelah Inggit meninggal, semua warga yang 

dipimpin oleh Inggit pindah ke seberang tempat biasa warga mandi saat 

masih bermukim di Tembawai Tinggi, tempat yang sekarang di sebut 

Tembawai Runtoh empat tahun menempati sekitar tahun 1978 kemudian 

pindah ke hilir Sungai Tapang yang disebut Tembawai Anggus sekitar 

empat tahun menempati dikarenakan rumah panjang kena musibah 

kebakaran maka warga mengungsi di rumah sekolah dan sebagaian 

memilih tinggal di pondok ladang. 

 

Pada tahun 1982 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) 

membantu warga Tuai Rumah Kam membangun rumah panjang baru di 

situ ditandai dengan satu buah tugu batu atau semen. Pada saat itu 

rumah panjang di pimpin oleh Tuai Rumah Kam lalu Kam beserta 

warganya mengangkat satu tuai yang disebut Sapit Kepala Kampung 

yaitu Gangga. Empat tahun setelah di angkat menjadi Sapit Kepala 

Kampung lalu banyak terjadi musibah pada warganya. Melihat kondisi ini 

maka Gangga bersepakat dengan tetua dan warganya untuk pindah ke 

Sungai Bakong. 

 





















LAMPIRAN VII 
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  

NOMOR :   387/DPPLH/2023 
TENTANG 
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA SUNGAI TEBELIAN KETEMENGGUNGAN IBAN JALAI LINTANG  

DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU 
 

 

 


